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ABSTRAK 

 

Perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi sarana yang efektif 
dan mempermudah kegiatan transaksi keuangan yang mempunyai kepentingan 
masing-masing untuk disalahgunakan transaksi keuangan melalui perbankan yang 
salah satunya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Perkembangan tentang 
tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, 
sehingga menyebabkan bangsa Indonesia dalam kemiskinan, banyak 
pengangguran, mutu pendidikan menurun atau kebodohan meningkat. Kondisi 
seperti ini merupakan suatu permasalahan bagi bangsa dan negara 
ini.Terbentuknya PPATK mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 
pemberantasan tindak pidana korupsi.Penelitian ini penting mengingat PPATK 
merupakan lembaga negara yang baru, namun memiliki peranan kunci dalam 
kejahatan yang paling membahayakan negara. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris dimana 
mengedepankan penerapan suatu peraturan terhadap apa yang terjadi dilapangan, 
dalam hal ini peraturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas dan  Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Analisis 
Transaksi Keuangan, kemudian penelitian ini 
didukungdenganmelakukanobservasidanwawancaralangsungdenganpejabatatausta
f di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa PPATK 
berperan aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan tentang kasus korupsi 
minyak dan gas dari instansi atau masyarakat untuk dianalisa, selanjutnya 
diserahkan kepada KPK. KPK sebagai penyelidik, penyidik dan penuntut dalam 
kasus tindak pidana korupsi melakukan penelusuran aset-aset dengan penelusuran 
bukti transaksi keuangan yang disembunyikan oleh mafia koruptor. Hambatan 
untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi minyak dan gas yaitu 
keterbatasan sumber daya manusia di PPATK, Koneksifitas dengan lembaga-
lembaga seperti DPR atau yang lainnya untuk mengetahui wajib pajakmasih 
kurang, dan aplikasi-aplikasi atau data base yang dimiliki tidak sepenuhnya bisa 
dimanfaatkan. 
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haLaMaN Moto 

“hidup adaLah berkarya, bukaN MeMiNta tetapi MeMberikaN" 

“aku adaLah aku, daN akaN seLaLu MeNjadi aku” 

“Musuh terbesar kita bukaN oraNg LaiN, MeLaiNkaNdiri kita 

seNdiri” 
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KATA PENGANTAR 

 بسِمِْ ا للهِ الر�حْمنَِ لر�حيمِ  

فُسِنَا  نُهُ  وَنَسْتـَغْفِرُهْ  وَنَسْتـَهْدِيْهِ  وَنَـعُوْذُ  باِاللهِ  مِنْ  شُرُوْرِ  أنَْـ إِنَّ  الْحَمْدَ  للَِّهِ  نَحْمَدُهُ  وَنَسْتَعِيـْ

وَمِنْ  سَيِّئَاتِ  أَعْمَالنَِا، مَنْ  يَـهْدِهِ  االلهُ  فَلاَ  مُضِلَّ  لَهُ  وَمَنْ  يُضْلِلْ  فَلاَ  هَادِيَ  لَهُ . أَشْهَدُ  أَنْ  

لاَ  إِلَهَ  إِلاَّ  االلهُ  وَأَشْهَدُ  أَنَّ  مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  وَرَسُوْلهُُ . الَلَّهُمَّ  صَلِّ  وَسَلِّمْ  وَباَرِكْ  عَلَى مُحَمَّدٍ  

 وَعَلَى آلِهِ  وَصَحْبِهِ  وَمَنِ  اهْتَدَى بِهُدَاهُ  إِلَى يَـوْمِ  الْقِيَامَةِ .

-دُعْا بَأم� –  

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjuknya sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pusat Pelaporan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013-2014”. Tak lupa sholawat serta salam 

semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita 

dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa’atnya 

di hari kiamat kelak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi dalam praktik hukum di Indonesia selama ini telah menjadi 

isu sentral. Diagnosis perilaku tentang korupsi tampaknya semakin endemis, 

dan memiliki kecenderungan seakan-akan membudaya dan menjadi epidemis 

yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya bangsa 

dan negara dilanda multi krisis yang diawali dengan krisis moneter. 

Kredibilitas dan kemampuan penegakan hukum semakin melemah.1Tindak 

pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah 

kasus yang terjadi dan jumlah kerugian yang dialami negara ini. Tindak 

pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, 

melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa.2 

Korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan 

dengan tindak pidana lainya di berbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat 

dimaklumi karena melihat dampak negatif yang timbul dari kejahatan ini. 

                                                           
1 Ajip Rosidi, Korupsi dan Kebudayaan, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), hlm.9. 

 
2Moh Hatta,  Penegakan Hukum dalam rangka Penanggulangan Kejahatan, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010), hlm.75. 
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Korupsi merupakan masalah serius karena membahayakan stabilitas dan 

keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik.3 

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil 

interaksi sosial yang berulang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu 

mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan yaitu faktor 

negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan 

kesejahteraan bersama, bahkan karena sudah sistematis gerakan korupsi sudah 

menjadi mafia.  

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit 

untuk dibrantas karena sangat kompleks. Korupsi sangat berkaitan erat dengan 

kompleksitas masalah lain seperti: “Masalah sikap mental/moral, masalah 

pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan 

struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan 

sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada 

didalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur 

administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan 

umum. 

Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis yang 

dikuasai negaradan merupakan komoditas vital yang memegang peranan 

penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi 

                                                           
3Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.1. 
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didalam negeri, dan penghasil kekayaan negeri yang paling terpenting. 

Pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan dengan baik dan seoptimal 

mungkin supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan juga 

untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Minyak bumi atau crude oil 

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 pasal (1)adalah hasil proses 

alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur 

atmosfer berupa fase cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau 

ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak 

termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang 

diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak 

dan gas bumi.4 

Peguasaan oleh negara diselenggarakan pemerintah sebagai pemegang 

kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan 

negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi seperti hulu dilaksanakan 

dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS), kontrak kerja sama ini 

merupakan kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasiyang lebih menguntungkan negara dan 

hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kegiatan 

usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, 

                                                           
4Penjelasan UU RI Nomor 22 Tahun 2001, Minyak dan Gas Bumi 
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sehat dan transparan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan izin usaha yang 

diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh 

keuntungan.5 

Menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan 

datang, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu 

mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka 

peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal (2) Undang-Undang 

No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi penyelenggaraan kegiatan 

usaha Minyak dan Gas Bumi berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, 

manfaat, keadilan keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama 

kesejahteraan rakyat banyak, kemanan, keselamatan, dan kepastian hukum 

serta berwawaskan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan: 

1. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha 

Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, seta 

berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik 

negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang 

terbuka dan transparan; 

2. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian uasaha pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan, dan niaga serta akuntabel yang 

                                                           
5Salim HS,  Hukum Pertambangan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),hlm.285. 
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diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat 

dan transparan; 

3. Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak dan Gas Bumi baik 

sebagai sumber energi maupun sebagai bahan bakuuntuk kebutuhan dalam 

negeri; 

4. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih 

mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; 

5. Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang 

sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta 

memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia; 

6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian 

lingkungan hidup. 

 

Tataran implementasi pengelolaan sumber daya alam sangat 

berbanding terbalik. Sumber daya Minyak dan Gas Bumi diarahkan hanya 

untuk investasi dan ekspor, sehingga ada indikasi adanya korupsi Minyak dan 

Gas Bumi. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, bisnis Minyak 

dan Gas Bumi di Indonesia yang bernilai ribuan triliun ini sangat rawan 

kebocoran, korupsi dan intervensi kekuasaan yang dikuasi oleh mafia Minyak 

dan Gas Bumi, Mengingat nilai perdagangannya di Indonesia mencapai 

Rp286,7 triliun. Data tersebut secara garis besar transaksi dalam Minyak dan 



6 
 

Gas Bumi berbagai level dan pelaku industri ini sedikitnya senilai Rp.2.700 

triliun. Lemahnya kontrol negara terhadap sektor Minyak dan Gas Bumi juga 

akan menyebabkan perusahaan-perusaahan swasta dapat dengan sangat 

ekslusif menjalankan bisnis mereka dan jauh dari kontrol masyarakat.6 

Indonesia melakukan ekspor minyak senilai 455,000 bbl/d dengan 

nilai transaksi mencapai Rp.207,5 triliuin setahun, sementara juga mengimpor 

mencapai 506,000 bbl/d dengan nilai transaksi sebesar Rp.230,7 triliun 

setahunya. Data BPS nilai impor minyak 2013 sebesar USD42,14 miliar atau 

senilai Rp.501,4 triliun. Beban negara pun bertambah karena juga membiayai 

cost recorvy untuk menggantikan seluruh biaya operasional yang dikeluarkan 

perusahaan minyak senilai USD16,5 miliar atau sekitar Rp.196,3 triliun.7 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan lembaga 

independen. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan mencegah dan memberantas 

tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini mempunyai kewenangan dan 

fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang sesuai dengan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2010.8 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini 

                                                           
6M.okezone.com/read/2014/09/12/sektor-migas-ladang-korupsi-berjamaah, diakses Kamis, 20 

November 2014, jam 18.00 WIB 

 
7Tribun News.com/Bisnis Migas Capai Triliunan Rupiah Rawan Korupsi, diakses Kamis, 20 

November 2014, jam 17.13 WIB 

 
8Penjelasan UU RI Nomor 8 Tahun 2010 pasal 40, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Pencucian Uang. 
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secara umum dibentuk supaya ikut serta membangun bersama negara-negara 

lain untuk memberantas kejahatan lintas negara yang terorganisir.9 

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada 

ditangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang disebut 

dengan PPATK, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga 

merupakan lembaga yang bersifat independen yang dalam melaksanakan 

tugasnya dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dalam 

melaksanakan kinerjanya, KPK mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban. 

Kedua lembaga ini antara PPATK dan KPK secara garis besar merupakan 

lembaga yang secara fungsionalnya dapat dikatakan sama yaitu sama-sama 

bertugas memberantas dan mencegah tindak pidana dibidang ekonomi dan 

keuangan. KPK mempunyai fungsi yaitu sebagai lembaga yang menangani 

tentang tindak pidana korupsi. 

Pencucian uang sendiri termasuk salah satu tindak pidana karena 

sangat merugikan, baik masyarakat muapun negara.10 Dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang bagi masyarakat adalah, 

mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung 

                                                                                                                                                                      
 
9Muhammad Yusuf, Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, (Jakarta: Nasioanal Legal Reform Program,2011), hlm.54. 

 
10Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Andiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di 

Pasar Modal, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm.153. 
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merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja, 

mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial 

community) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat 

dalam kegiatan tersebut, dan potensi untuk melakukan korupsi meningkat 

bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.11 

Perkembangan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia yang dari 

tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga menyebabkan bangsa Indonesia 

dalam kemiskinan, banyak pengangguran, mutu pendidikan menurun atau 

kebodohan meningkat, kondisi seperti ini merupakan suatu permasalahan bagi 

bangsa dan negara ini. Kasus tentang korupsi yang menjerat beberapa pejabat 

negara yang sudah di tetapkan oleh KPK, seperti jero wacik yang  melakukan 

tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang mendapatkan 

dana operasional yang lebih besar dari yang dianggarkan oleh negara, 

sehingga PPATK turun tangan untuk mengatasi masalah ini.12 PPATK 

mengindikasikan adanya kegiatan pencucian uang, selain itu ada kasus Rudi 

Rubiandini yang menerima suap dalam SKK migas.13 Kasus korupsi yang 

menjerat pejabat negara ini, sangat mengancam stabilitas maupun integritas 

                                                           
11http://id.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang, diakses Senin, 12 Januari 2015 jam 13.23  

WIB 

 
12M.news.viva.co.id/khir-karir-jero-wacik, diakses Minggu, 11 Januari 2015, jam 10.25  

WIB 

 
13M.liputan6.com/KPK-Terus-Usut-Pihak-yang-Terlibat-Kasus-Suap-Proyek-Migas, diakses 

Minggu, 11 Januari 2015, Jam 11.05 WIB. 
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perekonomian negara. Perkembangan transaksi melalui perbankan menjadi 

sarana yang efektif dan mempermudah kegiatan transaksi keuangan yang 

mempunyai kepentingan masing-masing untuk disalahgunakan transaksi 

keuangan melalui perbankan yang salah satunya merupakan hasil dari tindak 

pidana korupsi. Latar belakang terbentuknya PPATK mempunyai peranan 

yang sangat setrategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran 

yang dilakukan PPATK tersebut,ternyata masih banyak pejabat negara yang 

dengan mudah mengancam keuangan dan perekonomian negara dengan 

melakukan korupsi. Berdasarkan paparan dari latar belakang di atas, maka 

penulis mengadakan penulisan hukum ini dengan judul “PERAN PUSAT 

PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) 

DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MINYAK 

DAN GAS (MIGAS) TAHUN 2013-2014” 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diperoleh rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran PPATK dalam penegakan tindak pidana korupsi minyak 

dan gas tahun 2013-2014 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? 

2.  Apa saja hambatan PPATK dalam mengungkap transaksi keuangan hasil 

tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1) Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peran PPATK dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014 oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh 

PPATK dalam mengungkap kasus korupsi miyak dan gas tahun 2013-

2014. 

2) Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran atau memberikan solusi dalam 

bidang hukum pidana terkait kasus korupsi dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta menambah literatur 

atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan pengkajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang 

berkaitan dengan PPATK. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

bagi para pembaca pada umumnya dan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk PPATK dalam penanganan pemberantasan kasus 

korupsi. 

D. Telaah Pustaka 
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Semakin banyak kasus tentang korupsi khususnya korupsi migas, 

maka semakin banyak pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk 

jurnal, makalah, buku-buku maupun tulisan-tulisan sejenisnya. Untuk 

melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji 

terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan 

diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai 

berikut: 

Jurnal karya Indah Dwi Qurbani yang berjudul “Politik Hukum 

Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, didalam jurnal tersebut 

dijelaskan tentang keberadaan tatanan sistem hukum minyak dan gas bumi 

yang terbentuk sejak sebelum Indonesia merdeka. Periodesasi perkembangan 

politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia telah memberi penekanan 

pendekatan yang berbeda. perdebatan dalam landasan filosofis pembentukan 

perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berpangkal 

pada ideologi apa yang digunakan negara dalam pengelolaan ekonomi. 

Ideologi yang digunakan menjadi landasan utama pengelolaan minyak dan gas 

bumi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Negara perlu ikut campur dalam 

kegiatan-kegiatan ekonomi.14 

Skripsi karya Fajar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar 

                                                           
14Indah Dwi Qurbani,”Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, 

Jurnal, (Malang:Fakultas Hukum Brawijaya, 2012). 
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Bersubsidi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus 

Perkara Nomor : 652/PID/B/2008/PN.PBR)”, bahwa dalam penelitian ini 

menyimpulkanproses pembuktian tindak pidana penyalahgunaan 

pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi didalam perkara 

pidana Nomor: 652/PID/B/2008/PN.PBR pada dasar telah memenuhi 

ketentuan pasal 184 KUHAP. Dalam pasal 184 KUHP, tindak pidana tersebut 

telah diperiksa saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, dan tambahan dengan 

adanya alat-alat bukti yang kuat untuk dapat membuktikan terdakwa bersalah 

melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar tanpa izin 

usaha dari pemerintah.15 

Skripsi karya Nur Fatimah Ahmad dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga 

Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makasar (Studi Kasus Putusan 

Nomor 235/PID.B/2013/PN.MKS)”, menyimpulan bahwa penerapan hukum 

dalam perkara pidana tersebut adalah putusan yang dijatuhkan telah 

memenuhi ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan itu sesuai dengan keterangan terdakwa, fakta-fakta yang 

lengkap didepan persidangan diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri, 

                                                           
15Fajar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan 

Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Studi Kasus 

Perkara Nomor : 652/PID/B/PN.PBR”, Skripsi, (Riau: Fakultas Hukum Universitas Islam, 2009). 
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dan tidak diperolehnya alasan penghausan pidana yang membuat terdakwa 

lepas dari jeratan hukum.16 

Skripsi karya Husnul Khotimah Fakultas Syari’ah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Analisis 

Yuridis Aspek Formil dan Materiil Putusan Perkara 

No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM Tentang Tindak Pidana Korupsi”.17 

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalis, penyusun hanya 

menemukan beberapa tindak pidana tentang korupsi dan yang berkaitan 

dengan minyak dan gas. Penyusun belum menemukan mengenai tindak pidana 

korupsi minyak dan gas yang berkaitan dengan peran PPATK untuk 

memberantas tindak pidana tersebut. Berangkat dari sinilah penyusun 

melakukan penelitian yang terkait dengan peran PPATK dalam memberantas 

tindak pidana korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014. Penelitian ini juga 

akan berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan 

di PPATK. 

 

 

 

                                                           
16Nur Fatimah Ahmad, “Tnjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan 

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Makasar Studi Kasus 

Putusan Nomor : 235/PID.B/2013/PN.MKS,”Skripsi, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas 

Hasanudin, 2014). 

 
17Husnul Khotimah, “Analisis Yuridis Aspek Formil dan Materiil Putusan Perkara 

No.812/PID.SUS/2010/PN.BJM Tentang Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014). 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)  

bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat), karena dalam pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang diamandemen 

menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, jadi setiap tindakan 

penyelenggaraan harus berdasarkan atas hukum. Hukum menurut E.Utrecht 

merupakan himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu 

masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang 

bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat 

menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu sendiri. Hukum pidana 

merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap 

kepentingan umum pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan 

hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. 

Hukum pidana materiil merumuskan tentang pelanggaran dan kejahatan serta 

syarat-syarat apa yang diperlukan agar seseorang dapat dihukum, ini ada dua 

yaitu: 

a. Hukum pidana umum yang merupakan hukum pidana yang berlaku 

bagi semua orang (umum); 
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b. Hukum pidana khusus yang merupakan hukum pidana yang berlaku 

bagi orang-orang tertentu, seperti anggota-anggota militer, tindak 

pidana korupsi atau untuk perkara tertentu 

Hukum pidana formil merupakan peraturan hukum yang menentukan 

bagaiaman cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana materiil. 

Hukum pidana formil mengatur bagaimana menerapkan sanksi terhadap 

seseorang yang melanggar hukum pidana materiil.18 

Negara hukum merupakan negara yang berlandaskan atas hukum dan 

keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan 

alat-alat perlengkapan negara semata-mata berdasarkan hukum dengan kata 

lain diatur oleh hukum, hal ini demikian akan mencerminkan keadilan bagi 

pergaulan hidup warganya.19 Sesuai dengan fungsi hukum yaitu sebagai 

perlindungan kepentingan manusia. Sehingga dalam hal ini hukum yang telah 

dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum ada tiga unsur yang 

harus diperhatikan, yaitu 

a. Kepastian hukum (Rechtssicherheit) 

b. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan 

c. Keadilan (Gerechtigkeit) 

                                                           
18Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika.2006).hlm.60. 

 
19Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, cet.ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers.2012),hlm.88. 
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Menegakan suatu hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur 

tersebut, karena dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu harus adil. 

Hukum tidak identik dengan keadilan saja, tetapi hukum ini  bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus 

dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-

bedakan siapa yang mencuri.20 

2. Undang-Undang Dasar 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa 

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Indonesia 

sebagai negara yang memiliki  sumber daya energi yang cukup melimpah 

memiliki tujuan yang hampir sama negara lain yaitu memberi manfaat 

sebanyak banyaknya atas sumber daya yang dimiliki untuk mensejahterahkan 

rakyatnya. Tujuan ini sejalan dengan konsep  energy security karena keduanya 

sama-sama mengedepankan kesejahteraan rakyat. 

3. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam 

                                                           
20Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum,(Yogyakarta: Liberty 2007), hlm.160. 
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kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Arti luas penegakan hukum itu 

melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Arti sempit, 

penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum 

tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan 

sebagaimana seharusnya.21 

4. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan 

a. Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” 

(“criminal policy”). Kebijakan kriminal ini pun terlepas dari 

kebijakan yang luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari 

social welfare policy dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk 

perlindungan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan 

dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), 

karena harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya 

tujuan dari kebijakan sosial. 

b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang 

“goal”, kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. 

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan 

                                                           
21www.jimly.com. /Penegakkan Hukum oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, SH. Diakses 5 Januari 

2015 Jam 11.24 WIB 
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dengan “pendekatan integral” ada keseimbangan antara sarana 

“penal” dan “non penal”.22 

 

 

F. Metode Penelitian 

Mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan dibutuhkan suatu pedoman 

penelitian yaitu disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian yaitu 

melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk 

mencapai suatu tujuan. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. 

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

perpaduan antara penelitian lapangan (field research) dan penelitian 

pustaka (library reseacrch). Field research yaitu dengan melakukan 

pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu 

yang obyeknya berasal dari PPATK. Library research dengan mengkaji 

                                                           
22Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77. 
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dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitanya dengan 

penelitian.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu 

penyusun mendiskripsikan tentang permasalahan tentang peran dan 

hambatan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 

cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh dari hasil 

wawancara.23 

3. Sumber Data Penelitian 

1) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan peraturan perundang-undangan 

yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang. 

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi 

                                                           
23Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial Dan Hukum, (Jakarta:granit 2004), hlm.128 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 

Bumi. 

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan. 

2) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan bahan hukum 

yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta 

dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-

buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah peraturan 

perundang-undangan, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang 

memberikan penjelasan akan permasalahan yang akan diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan tehnik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Wawancara (interview), wawancara yang dimaksudkan melakukan 

tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau 

narasumber atau informan oleh Bapak Wibowo Pegawai Pusat 
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Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wawancara 

adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam 

penelitian hukum empiris.24 Wawancara ini berfungsi untuk 

mendapatkan informasi berupa keterangan dan pernyataan seputar 

permasalahan yang akan diteliti, yaitu untuk memperoleh data tentang 

peran dan hambatan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi minyak dan gas tahun 2013-2014. 

b. Dokumentasi,25 yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah 

dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-

dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data tersebut. 

c. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian dengan maksud 

untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.26 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, penulis mengambil lokasi penelitian di wilayah Ibu kota Jakarta. 

6. Metode Analisis Data 

                                                           
24Mukti Fajar ND, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010),hlm.160. 

 
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,(Jakarta: Rinka 

Cipta,1993),hlm.202. 

 
26Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press.1993),hlm.100. 
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Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan analisis data berupa 

konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian lapangan yang 

diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan kemudian diambil 

sebuah kesimpulan.Setelah data yang dikumpulkan terkumpul dengan 

melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa dengan 

baik agar data tersebut bermakna. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari 

dasar-dasar pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang 

bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional.27 

G. Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan 

penelitian ini, maka garis besar yang digunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai pemberantasan 

tindak pidana korupsi dan permasalahan korupsi. 

                                                           
27Nana Sudjana,Tuntunan Karya Ilmiah, cet-2 (Bandung: CV Sinar Baru, 1991),hlm.6. 
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Bab ketiga, gambaran umum mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan, ruang lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis dan 

Transaksi Keuangan. 

Bab Keempat, berisi tentang analisis dan pembahasan tentang peran 

dan hambatan PPATK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi minyak 

dan gas oleh KPK yang mencakup didalamnya pembahasan. 

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran yang ada hubungan 

dengan masalah yang telah diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan analisa data yang diperoleh dari penelitian diatas maka 

penyusun dapat menyimpulkan, sebagai berikut: 

1. PPATK berperan aktif dalam menindak lanjuti laporan-laporan 

tentang kasus korupsi minyak dan gas dari instansi atau penegak 

hukum atau masyarakat untuk dianalisa. Laporan tentang tindak 

pidana korupsi minyak dan gas setelah dianalisa, PPATK 

menyampaikan hasil analisa tersebut kepada penegak hukum, 

dalam hal ini PPATK menyampaikan hasil analisa kepada KPK. 

KPK sebagai penyidik dalam kasus tindak pidana korupsi 

melakukan penelusuran aset-aset dengan penelusuran bukti 

transaksi keuangan yang disembunyikan oleh mafia koruptor. 

Penulusuran aset dilakukan supaya mengetahui aset-aset yang 

disimpan maupun yang disembunyikan. 

2. PPATK dalam melaksanakan tugasnya mengungkap sebuah tindak 

pidana, khususnya tindak pidana korupsi dibidang minyak dan gas 

dengan menelusuri transaksi yang mencurigakan. Hambatan 

PPATK mengungkap kasus tindak pidana korupsi minyak dan gas 

yaitu keterbatasan sumber daya manusia Koneksifitas dengan 

lembaga-lembaga seperti DPR atau yang lainya masih kurang, dan 



108 
 

aplikasi-aplikasi atau data base yang dimiliki tidak sepenuhnya 

bisa dimanfaatkan . 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan analisis penyusun tentang Peran 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi Minyak dan Gas Tahun 2013-2014 yang kemudian 

ditarik beberapa kesimpulan yang telah disajikan diatas, penyusun 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. PPATK harus lebih mengedepankan kinerja yang profesional untuk 

menangani kasus-kasus tindak pidana dibidang transaksi 

mencurigakan. 

2. PPATK lebih intens untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan 

dan pemberantasan transaksi keuangan yang mencurigakan. 
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1 Langkah-LangkahRegistrasiOnline

Untuk melakukan registrasi secara orrline,

mengakses melalui r.vebsite PPATK clengan

akan tampil halamirn sebagai ber:ikut:

pihak pelapor dapat iangsung

alamatl@,

rtr0h:5llu lil*t!111.

'i
flEGISTNASIGfiIPS - ... i1 i i r r : i rr;:] r i d :+r i 5,*i; irr': ilp f'*i1;trq#,P*i; ;{

- . ..P+@,\\a
!'tiii'*ilu* fi F1t-i;:)'' :':r'+

Kemudian kllk link It.l,i:ii1".i,'r i-ll'-llfrl. nraka pihak pelapol akan terhuhuug

langsur-rg clengan halarnan rt,eb registrasi GRIPS. Atau pihak 1-relapor ciapait

merrgakses langsung rveb registrasi dengan alamat httl-r. i i gliLrs2.ppatk.go.id.

Jika i:erhasil mengakses halarnan rveb registrasi maka akan tarnpil halamau

p-rertama seperti ganrbar rli bar,r,ah ini:

Cambar cliatas adalah halaman

mengakses haiaman tl.eb untnk

{ ppnrr.,

login CRIPS 1.0, akan uruncul setiap kaii user'

registrasi pihak pelapor, pada halarnar-r itri r,rser'

PUSAT



akan dir:rinta untuk memasukan UserhJame clarr Passlvord, dengan ketetrtuan

sebagai berikut:

,/ llse{llaffte adalah ID yang terdaftar sebagai adrninisfr;rtor yang diberikan

oieh PPATK setelah melakukan registlasi ciata pihak pelapor baik rnelalui

iveb regish'asi pihak pelapor atau melalui surat ke PPATK.

,/ Psssworrl arlalah passr,vord yang merujuk kepada UserNarne.

Biia ketentuan logirr suclah dilakukan clengan benar, tekarr Lrr"rtton Sign In

untuk masuk ker-lalarn selanjutnya.

Untuk pillak pelapor yang belur:r terdaftar clapat melakr:kan regish-asi dengan

r:renekan button untuk masuk ke halamar-i registrasi.



n, i |r.i i i,::ii;-Iil{i;"i i';;:rfri;.;ii'i:i;ri

: ,l!

Btte i;r!gela"rn

{ pparx,.

H*gisrrasi P* :l edi:,:3sa i'ierj3',?;t i.

'1 r,, 
'

lnfortnasi yang terclapat pacla grlrp Darta 1'err-ts?thaat-l:

r Nama Perusahaan (ter.urasuli cialar nralrd.rtori), inpr-rtkiin infoltnasi naua

Perllsaha an aJ engan betrat' ;ra d a tei' tBo r &-rr ;it r t P c r r t s itlt n a t t .

, Kelompok Industri, pilih infolrrasi kt'loirpok ir-rilr-rstri lletrgan menggunakan

clropDoln List kelompok induslri.



r Alanrat perusahaan terdiri dari:

{ llnnut Jalnt, masukan informasi ,-rurro jalan ciengan benar sesuai

informasi.

i RTlRl,\i nrasukan inlormasi RT/RlV r-lengarr benar sesuai informasi.

'/ Nlcgnrn, cterrgan memilih ilegara Inclonesia'

Prapinsi (ternrasLrk tlata manclatori), pilih propin-si tlt.ngau

rnenggunakan dropDcirvril-ist. lrrfortnasi varrg clipiliir akat-t

menggelterate riata pacla inforurasi "Pr:opinsi" SeSLlai dengan pr:opinsi

),arlg rlipilih.

Kot{Kntl1tnten (ten-rrasuk ilata rrrandatot'i), iriliir Kota/Kal-rupalen

dengan merlggut'lakan dropDon,nl-ist. Ketika irrformasi teiah clipiiih,

akan lilenggener;rte c1;rta patla infortnasi "Kota/Kabupaten" sestiai

dengan piliharr pada "KotA / Kabupatert".

Kttattttttrtrt, 1-rilih i,forll'rasi KecaI:ratat-i dengan droprppll'nList sesltai

dengan inl'omrasi r,ar-rg benar" Ketika it-rformasi kecamatarr dipilih akatr

n"lenggenerate rla ta cli irrfott-nasi "Kecaillalan" )''clng berupa

dropDor,t,nList.

K.drtrtitntt, pilih irii'or.rtrasi Ki.,lnl airiin rletrgan rl ropD.,rt-tr [-ist sestlr]i

rlerrgatr iniot'tlasi r'.'itti.i i:ct'ia t .

'/ Kodc Pos, rntrsukan irrfo;'rnasi Kode Pos dengan t-.enar sesuai infortrtasi.

I{o Telp (termasuk clata rirar-rtlatori), masukart intormasi No telp pacla fielii

yarlg telah disediakarr.



' Nq Faximili, masukair ir-rformasi No faximili pacla field yang telah

disediakan.

. Alamat email perusahaan (termasuk data r:randatori), tnasukan alamat email

perusahaan pacla field yang telah disecliakan.

. Perizinan, tekan buttor-r tambah r-rntuk menginputkan tlata perizitlan.

Perizinan terdili dari:

,/ Jtnts l!ut Ll-<itltn, t-nasukan infonnasi jerris ijin us;iha pada fieitl 1'ang telah

rl i>ecli.r k.l tr.

./ irrstnnsi Priirt[.i], ]']rilsr-lkar-] informasi instansi penerbit 1-'ac-ia fielcl r'ano

tt:lah e1iseciiiikan.

,/ \,ro /iil llsril;n, ma--.uk;rn informarsi no iiin rtsah;r pada flclcl yalrg telah

r,-l iscrl ia l<a tr

"/ fuJa.srr !',t,rin.lr.L ljirt Listitn, trtasukan intormasi tnersa berlakr-r ijln r-rsaha

parta lieltl )Jang telah disecliakan.



Tekan button Save i '' Lrrltuk merryirnpan data perizinan, clan tekan button

car-rcel untuk membatalkan menyimpanan r-1ata per:izinan.

; Total Aset (tahun terakhir dalarn Rp), inputkan informasi Total Aset (tahr-rn

terakhir clalam Rp) clengan benar pada textBox Total Aset (talum terakhir

dnlam Ryt).

I Peuregang saham/Pemilik, tekan butttx tambath untuk rnenginputkar-r

rlata pemegang sahamf pemilik.

*,.i.'.i;***ffi,*ffi*'1i ffi; ?

i
:

I

'i i )

i r'f i"

lrenregang saharn/ pemilik tercliri cla ri :

'/' I'Jattrtt, masukan informasi rtarla pada fie111 yaing telair riisediakan.

'/ lnhntnrt, masr:kan inforrr-rasi jabatan padar field yang telal'r ciisediakarr.

'T'ekarn Lrutton Save untuk menvirr-ip-ran clat;r penlegang saham/pemilik,

r-'i;rtr tekan br-itton Cancel r-rr-ituk merrbatalkan nrenrzin"rparan data

f elresnng saham/ pemilik.

u Pe rrllurus, tekatr brltton tarnb;rh urrtuk trertrir-rputkap rlai3 prepgrlt'Lts.



Tekai-r br-rtton Save

Carrcel r-rntuk membataikan rnen),impanan clata pellgr-lrus.

Peltsll.r, Prl,\per

Pengr.rrus tereliri rlari:

"/ Nnfttfi, masukan informasi narna pada field yang telah tliseciiakan.

./ lnbntan, masukan informasi jalratan pada field vang telah disecliakarr.

untuk rnerr-vimpan clata i--rengurus, rlan tekan button

try:.j

'.r-i .:_ 1.,,r]r t ,.?

:Ja r lf t:

' -i x :'

t.*, d (,

:r.,r{i:, r: i'il 1t:,.irr".r'

'1..,-., i-!-1.,,

:. ''" : ri| r:,"

l- :..r ;*!j .r' 'r.,t-.

,-r<i,i ,{ ni !., ti

i:1.i,,1 r ,ri:, f,ir,t . :i:?

:'!i' ri.j

tr.*..jrifii, :,ritj1

I ":rn,rrd,

r.,1.-..! 1-, i [.1;.1



r Nama (termasuk data mandatori), masukan infonnasi Nama petr-rgas pelapor

pada fielcl yang telah clisediakan.

' Tempat, tanggal lahir, masukan informasi tempat, tanggal lahir pada fielr-1

yang telah disecliakan.

, Identitas, terdiri dari:

./ Jetis, pilih salah satu infonnasi lenis lcientitas pada field yalrg teiah

disedialcar-r.

./ Nonnr, masukarr irrforrlasi rroruor identitas pada tield yang telah

clisediakan.

r ]abatan (ternrasuk datar nran,,latori), inasukan irrforrnasl jabatan petugas

pelapor parla fiekl i,ang fel;rir tlisediakan.

. Divisy'bagiary'departemen, masukan infortlasi divisi/birgian/departemen

pada field yarng tel;rh disetliakarr.

r No Telp (ierr:-rasuk data mandatori), masukan ir-rformasi lJo telp pada fieid

_y*ang telah disediakan.

. No Faximili, rlasukan infornrasi No faximili pada fielcl ,vang telah

ci iset{ia ka rr.

' No Tetp Seluier, urasnkan irrlonnasi No tclp seh-rler pada field Yatlg telah

rlisediakan.

u Alamat email kerja (terrlasuk .l.ria mrindatoli), nrasukan altrmat etl.iil ke:1;i

pada fielrl vanB telaiir il isr.l11iak.tn

, Alanrat kantor terilin ilari:

,/ Nnnttt Jtlittr, nrasukau iniol rnasi nanr;r ]alan c-lengan L.enar sesuai

informasi.

/ /tl/R1,\i masukan inforrnasi RTI R\V clengan Lrenar sesttai itrfortrt'rsi.



'/ Negrrrn, dengan memilih Ilegara Indonesia'

Propifisi (termasuk data mandatori), pilih Propinsi derrgan

menggunakan dropDownlist. ir-rformasi yang clipilih ak;rn

menggenerate data p-rader infortnasi "Propinsi" Sesuai dei-rgan propinsi

)'ang tlipilih.

Kofn/Knbuytnten (telmasuk data mandatori), pilih Kota/KaLrr"tpaten

clerrgan rnenggunarkan dropDor,vnlist. Ketika ir-rformasi telah dipilili,

akarr menggelterate data pacla informasi "Kataf Kabupatel-r" sesuai

tlengan pilihan pada "Kota / Kabupaten"'

Kec6ytrotnn, piiih informasi Kecamatan clengan dropDo"l'l1l-i.ct sesuai

rlerrgan infornlasi vang benar. Ketika informasi kecatlatan dlpiiih akan

lnerlggenerate data L1i iltfortnasi "Kecamiltan" YaI-18 berupa

LlruPDir\\'lrl -isi.

Kt:lttrnlmtt, pilih informasi Kelurarhan clengalr clropL)or'r'rrl-i-'l sesltiii

tierrgan infortnasi vang benal.

'/ Kor/g lrirs, masukan infolnritsi Kocle Pos dengart l-renat'sesr-tai iufolmasi

'l'ekatr-r 
bu lton Tarnbait r:ntnk tnenambah tlata pelapol apiikasi GRIPS



2n
r.rt{lrlt t4 ,"i i!,-_ lliltxritis-

l;.

Pilu,{it P*n!h!bun,

. Nama, rnasukan informasi Jriama petugas ;:elapol patla field yallg teiah

disecliakan.

' Tempat, tanggal iahir, rnasukart infonnasi tempat, tanggal iahir patla field

,vang tel ah 11iserl iakan.

u ldentitas, terrliri clari:

-/ ft:nis, pilih salah satu informasi jenis identitas pada ljelti yang telah

riisediakarr.

'/ Nofitor, masukan infonnasi nomor iclerrtitas pada iieltl yang telah

tliserliakar-r.

e ]abatan, masukan infolnrasi jabatan petn{ars pc1;rpi:r" paelil fielt1 t';rng tclah

rlisecliakan.

* Divisy'bagian/rtrepartemen, ilasukan inlornrasi tlir,i:i/bagri:n/rleparten"rcn

pat1.r field vang telah diset'iiakarr.

u ltlo Telp, rnasukan infornrasi No telp pacla fjelrl t,an.' telair cirseciiakan.



. No Faximili,

clisediakan.

masukan informasi No faximili pada fieid yang telah

. No Telp Seluler, masukan informasi Nlo telp seluler pacla field yang telah

disediakan.

, Alamat eurail kerja (tenlasr-rk clarta r:rantlatori), tnasukan alamat email kerja

pada field yang teiah disediakan.

. Alanrat kantor tertlir:i e-Jar:i:

I Nn.rtts Jnlnn, masnkan informasi n;1ina jal;rn ciengan betrar sesuai

informasi.

'/ RT/RL,\/, masukan informasi Rl"/ R\\ cierrgair benal sesuai informasi.

'/ Negarn, dengan metnilih negara Iutlonesia.

,/ Propittsi (terilasr-rk clata r':randatoli), pilih. Propir-rsi dengan

merlggunakan tlropl)or.r.nl,ist. Itrformasi yang dipilih akau

rrenggenerate clata paria int'olnrasi "Pr-i:pin-si" sesllai clengan Pr:opinsi

)'ang dipilih.

./' Kota/Kttbu]stttt:tr (tennasuk clzita manclatori), pilih Kota/Kabr-rpaterr

ciengan lrlrrlggunakan ci:'opl)orvnl-ist. Ketil<a informasi telah clipilil-r,

arkan meitggellelate r-1ii ta patl;'i inlollirasi " Kot.r/ Kabu patetl" sesuai

rleugarr 1:iliharr pada "Kota / KlhL;Piitttt-t".

,/ Kecmttrttnn, pilih ir.rlur"r-ni'rsi KccainaLan rlenllati rlropl)oi,r,nList sesuai

dengan infonnasi varrg ben;rr". Ke.tika inl'otr:titsi kecarlatan clipiliir akan

menggenerate data cli itriortrtaisi "Kecaillatan" yang berupar

dropDoi,vrrList.



'/ Kelto"alwn, pilih inforrnasi Kelurahan clengarr dropDoq,nlist sesuai

dengan informasi yang benar.

,/ Kode Pos, masukan informasi Kor.1e Pos dengan benar sesuai infon:rasi.

Tekarr button Taml.,ah unhuk menamtrah rlata penghubung arplikasl

CRIPS.

,1fl nriniE:ra:ar ;f irt asl L:Rlt a

. hJama (tet:rlasr-rl< clala nrar-,dator"i), r)rasukan infolmasi ]rJirma acirninistratol

aplika.si CRII'5 p-ar-1a fit,iri r,iing telah rJiserliakan.

o Tempat, tanggal lahir, nrasukar"r infor nrasi ternpal, tarrggai lahii: parla fielcl

\/ang telah rl isccliakan.

" Identitas, terdili dari:

./ lnis, pilih saiarh s;itr-r infonnasi jenis iclentitas pada field yalrg tr:lah

tl iserlii-i kiin.



,/ Nonror, masukan irrformasi nomor identitas pada field )'ang telah

disecliakan.

r |abatan (termasuk clata r:randatori), masukan infonnasi jabatarr administrator

aplikasi GRIPS pada lieltl yang telah disediakan'

, Divisi/bagiany'clepartemen, masukan informasi dirrisi/[ragian/departemen

pacla fielci yang telah disediakan'

" No Teip (termasuk clata r-nairr.lati:ri), masr.ikan informasi No teip pacla fielc1

y ang telah cl isediakan.

. No Faximili, :nasukan informasi ilio faxirrrili patla iieltl yallEl telah

di-sediakan.

, No Telp Seluler, ma-sukan infonnasi No telp seluler pada fit'lti -vang telah

d isc.liaka n.

o Aiarnat email kerja (ierrnasuk r-iata mandatori), n-rasr-ikan alat:rat email kerja

pada fieli-i _va1g telah disecliakan. Alamat ernail ini akar-r rr-renjac-ii user id pacla

saat tnengaksc's Llset'accclunt pil-rak peiapor t1i PPATK'

' Aiatnat kantor lcrt-liri clari:

'/ lvnrtln Jolnn, rnasukan inforrnasi uatma jalarr dengarl beuar sesuai

ill h r FIll.lSi.

,/ RT/Rl\/, nrasukan i:rfolr:tasi IiT/R1,V der-rgau betrar sesuiii itrfortlr.t*si-

'/ \'\(',,ir?t'rt, rlcttgirn lnr:illilih llegartl Ilrdrltresia.

./ Proitrnsi (tcnnaslrk ciat;r mantl;rtori), pilih Plopinsi cleugatr

rxengglllrakan clr'opDoivr-iList. Infornrasi yarng ciiprilih akan

nleng[]elrer";rte clata pada infortlasi "Propittsi" sesuili tletrgatr Irropinsi

\,'ans clipiliir.



-/ Kotn/Knbttpnten (termasuk data mandatori), pilih Kota/Kabupaten

dengan menggunakan dropDorvnlist. Ketika informasi telah dipilih,

akan trenggenerate data Frada informasi "Kota/Kabupaten" sesuai

dengan pilil-ran pacla "Kota / Kabupatell".

'/" Kecwnnfnrt, pilih informasi Kecamatan dengan dropDor,r,rrlisL sesuai

dengan informasi vang benar. Ketika informasi Kecarnatan clipilih akan

menggenerate data Lii iufot'masi "Kecat-natan" yang berupa

dropDownl-ist"

'/ Keltrnlnrt, prilih infortrrasi Keltrraharr tlengan rlropDorvnlist sesuai

dengan inflorrnasl yang benar.

'/ Kotle Pos, masukan ir-rforrlasl Kolle Pos cler-rgan ber:trr sesuai informasi.

Calu:rn+i Perrrjil.! ng

I rrH.ti l, r.,r,rl

'l-ekan button Taml',ah untr:k rnenermbah dat;r rlokunren perrcl-rkung.



f)okumen pendukuftsr terdiri dari;

'/ Nnmn dokunrcn, masukan informasi nama dokurnen pacia fielcl yang

telah ciisediakan.

Tekan button Bro'"vse untuk melakukan pencarian te::haclap

cloku men penr,1u kr-u1g yanEi akan tli u pi oa c1.

Tekan button SaVe untuk men\/imLrair clata penf]ur"us, rlan tekan button

Cancel urrtuk rnemhatalk:rnmen-vimpa,an riata prepgurus.

F:orit;if

t Nama (terllasuk data manr.latori). masukan infolnrasi Nama penclaftar: patla

fielcl valrg telair disediakan.

" |abatan, masukan infolmasi j.-il.,aLair l-erriiait;rr"pada fielcl yajtg telah

disecliakan.

c No telp, tttasr-lki:n infornr.rsi rrr, ttlpr pcntlaflatr pacla tie[1 ]/ang telaS

r-liseciiakan.

' Alatnat email kerja, mttsltkan rnfornrasl aiamat enrail kerla perrllaftar pacla

field _vang telah ciiseclial<an.



:i." i "1,: \.r*r{'it il.;l}r..i ti,,ii.";

' Verifikasi l(ata, rnasi-rkan inft:rmasi kaia sesuai derrgan korle ),ang cligenerate

o1e}-r sistem.

Tekan button Refresir unir-rk rnereset kode.

T'ekan Lruttolr utrtuk lll('n)';inrp-r.ltr,-itrta

registrasi pihak pelapor. Dan tekan button Batal ttt-ttuk membatalkatr

penyimpranan data registt'asi pihak pelapor.

Setelah rnelakr-rkan pengirrpr,rtan clata registrasi lnaka akarr tampil halarlan

sebagai berikut:

1. :.

ti :::.::. .: :. t r.' i..'lii,': :: j'. ":':: i'::'.\''i.l:',':1'1. : ii.1.,'
t:,1:a;':.j', . .-r ri,il;:' ':::r.!l :rri '11;':.1'-l..rltr!r-ijjll.:;l 1 "-. .'

.'."- .;,: : ,: : , i: :: i;r ,. 
j-.:.,r1



Pendaftar dapat rnengeprint clata irasil registl'asi yang berhasil disirnpan

pada web registrasi pihak pelapor. Dokur:ren hasil regish'asi yang sudah

r"liotorisasi oleh pihak pelapror rvajil: dikirimkan ke PPATK.

User 1I) clarr Passrvord akan dikirr:rkan ke alamat email user penclaftar

setelal-r forn-i registrasi clisetujui oleh PPATK.

3. Perrdaftar akan menelima er:rail l:erupa UserlD, P;rssirrori-l Pelapor dan

r\dministra tor, sebagai contoh;

User:lr--l Pelapor : ss@ppatk.go.id Userlrl Aclniirristrator : yy,,@ppatk.go.ic,l

Pass''vord : l0nkb8hg passr.r,orcl : igv5?rr-rgo

4. Pendaftar rnernberitahukan UseriD, Passu,orrl Pelapor da:r Adr-ninish:ator

kepada Pelapor dan Administrator.

5. Pelapor dan Adminish'ator dapat rr-relakukan login sesuai derrgan UserlD
clan Passt,ord yang telah dilrerikan, kemudian lakukan perr,rhairan

passn,ord r,rntuk securit1,.

KEI]ALA PUS,{T PELI.\PORAN DAN
1r ANALISIS TR;\N,c,\KSI KllU;\l'rCAN,

j

,l
rl{, I\'

I-
lL,-*-. "'"
YUNUS i iUSlrlN

1.

?,



LAN,.lPIRAN 11

PER,'\TURAN KEPALA PUSAT

I}ELAPORAN D;\N AN AI,ISIS TRANSAKS1

KEU,i\NCAN NOi\tC)R : PllR- 72 11.02 ."1/

PPATK/091'l 1 TEN'rANC'fr\TA CARA

IIE]-APORAN IIi,\ NSA KSi 1-]ACI

I'ENYI-.DIA IjA R:\NC L)i\i!/ Al A U IASA

l-AiN Nl)lA

I'E'I'UI{JUK'IAT'A CARA ITENCISIAN Li\I'ORAN I'RAl'iSAKSl YANG

DILAKUKAN OLEI{ I']ENC;GLINT\ JASA DITNGAN N{r\l'A LIANC

RUPIAF{ DAN/A"IALI }v1A'l A UANC ASINC )'^,\NC, Nil..i\INYA PALIIIC
5Etll I{1T Al-AU SEl'i\Ri\ DENCAN Iil}50t).0()0.110U.00

A. Illl:N I l"l AS PENCGUNA lASi\

'l. Nolnr:r Laporan T'rarrsaksi

L)iisl cier-rgan n{)mor transaksi 1r.rng rr'relr:pilkarr 1<oi':-ririr'r.iSi .i.'u'i .1 (err-rprati

riig:l Tlansaction Report llntr\, \1anr:;ri,,i'l IiLNi .liikriii dcrrq.rl 7 (tr-rjr-rh)

tli;1it kocie I'BJ diikuti rlr:ngar: (., (t'rram) .iigit )iorrr.,,r L-irlrt I-ap11v.111

'l'ransarksi ciiikuti rlengar-r'l-arnggal I-;rporarr r-lti-rg.rrr il-r;-rit.'tt 11,,l,l:-ir11f 111,1,1,

(iielcl ini vvajib diisi)
2. lcnis [.aporan

Dirsi ilerrgan rrtertrilih jerri-s iirporni't irerrti i: I,lt-t iap,s1;itr l:.tit-r::ksi

j. i,\cnrr)r' i,aporan l'rtrnsal<sj

1)ii-*r iil<a jcnrs lapoi:irn korrri..5i i:.r1r,: iar'alir-i r1,:ii l'.rit-,rLr,rlc'isi -i it'r:ilai) cliglt

lrtinsacticn Rcpcli llntr'_r, iviani.r.rl/'llil:\i .iirkulr L1r'rt,.l(rr: 7 itr;tirh) rlilgit
j<t:cic I)Bl cliikuli r-iut-tg;rn ir (r'nattr) cii;iit Nr,::ti,r' L,r'',;t l.iFn:.i:r-: li'ittrs.rl<.si

cliikirti rlerrgiir-: 'l'arrggal l.aporan tictrpl;i:r ioint:ti ciclrl i':tnr,,i l,'\')')'
(lie1c1 ini r,r.ajib clirsi)

-1. Celar

Diisi derrgan llelar clari pr'lakrt fraitsaksr. Daprat L'iiisi lebiir rlai'i 1gt1nr,

cuntoh: l L, I)r"oit., Dr',,5i:.,



5. Nanra lengkap

Diisi dengan nama le:rgha;r sebagaimana tercanhum clalam KTP (Karttt

l-arrda Pencluduk) r-intuk pelaku transaksi l'Varga Negara Indonesi;i

(\,VNI). Dalan"r hal peiakrt transaksi adalah Walga Negara Asing (\'\''NA)

r-naka r1lisi sesuai de.r'rg.rn \:ang tercalrtum clalam Kil\.'IS (Kartu Izirl

lr,,Xerretap Set:rentara), K11'AS (Kartu lzin Tinggal 'Ierl:atas), Paspor atau

ldentitas iainnva varfiB ber'1akr-r di negara pelakr-r tralrsilksi

(llekl ini u.r:iiLr cliisi)

6. Jenis Dokumetr Jtlentit;rs

Diisi llengan rncrnilil-r saliil-i s;rtu lenis clokttmett identiias ptlaku transaksi

(minlmal tiiisi salu)

(fielil jiri r.t,ajjb riiisi)

7. No. Dokr-rmen lclentitas

7.1. Nornor KTP Diisi clcngan i\omor K-l=P selxigaimatra tt-rcantuttt

cla lilr-n KTP pelaku tt';ttrserksi

7'?' Nonrr]r Paspor Diisi rlengztir \ollrot. I'as}-trr sebagairnatta tcrcatttttn-t

tla larrr Paspor pelakir iran-saksi

7.3. L;linnya Diisi rlengan Nonror jclris Ln-rkti iclerriitas laitrurra vilrlg

11imi liki pel aku tt'alrs.lksi

(ficlcl ini rvajii: riiisi)

L Kcrr.at gauegal aart

Diisi tlengan rnerr-iilil'r sai.th satr-i, 1'aitu'\\'Nf iitatr \\IIJA' scst-t.li dengt:tr

v3nll Lercanturl r-1alan'i Kl-Pi'KiN.{Si Kl'l AS//Pzrspor'/lcler-ititas }/tlllg
i:erlakr,r di su.rtu r'regara, :\palrila n-renriiih kolonr \\NA tlaka lrlcnqisi

kcrr'arganegil raa It pelak L; l: .l r'sal<si

(lic1d irri r,r,i:lib r'1iisi)

Kndt: \tiNi\ lliisi clcnri.:ln rnc:rilrh Kitrlt \\')"iA pr:],-ri<li tratrs;lfisi \estlrli

ili:rrqan tj.ilrt;'i: \';j11g ti ii;r-'t ;i.arl 1:'lr\.i i.'

Narirta i.VNi\ Diisi clt:rg;r:'r trrtr':tiiilr \i:51ara \'\'i'.lA 1:*lerku triltrsaksi silsLtaj

cicngau ilaitar varlg cjibe'r ;k;rlr I]i)A'i'K
L). A1a tlat 1,urg.,}.rap Dor"ni-sil i

L l. Nar-lr.i ]alan
Diisi rleirgalt nalnta 1a)irrr ri.rr.i r,ioilisjlr pclarktr triiirsaksi



e.2. RT/RW
Diisi t-trengan R'r/Rlv c1;iri domisili pelakr-r trarsaksi

9.3" Keiurahan

Diisi ele,ga* memilih kocle Kel'raha. rlan nama
r-lor,isili pelaku trarrsaksi sesuai dengan t-laftar
I)I)AI K

-1j,4. Kcsapl6;6p

Diisi ,rler-rgarn me'{ljir kotle Keciimata. cia. 1lanla
tlornisili prr:lak., transaksi sesueii cie.gar-r ciaitar
I)P,,\ T-K

i1.5. Kota ;/ I{abupaten

Iliisi tietlg..itr r:rr:nrilih kode Kota/Kabupaten clal narra
Kota,/Kabr-rp;:tcn clari donrisili pelaku transaksi sesr-rai c{er-rgan dailar
,yan g tjrberri kan l]pi\,l"K
(field irri r.r,ajib cliisi)

.1.(-,. I)r.oPi11q1

Diisi tletrgan menrilih kocle Propinsi dan llalTra prr:pinsi iari
d011115i1i pelaku tratrsaksi sesuai deng;rn claftar yang iliberikari
I)I'..\ I (
(trelrj irri rr ajri. riii-si)

9.7. Ncsaia

Diisi .1errg:in' I lrr-lor-rrsi a'

9.,S. I(ocJc i:ros

Diisr ilerrgan tnei'iuliskan Kolle Pos dorlisili perlaku transaksj
I(l AI.rr-n;iI Lc;rgkap Si:-suai Dokr:nrer-r Iclentitas

llrts; brl;l \\'i\-J st'lsuai rrlel{ari )rapg tr:rca:rtu'r tlala,r L l I,,51\ 1,,,i.,rsp,,,i
Il).].Nanr;iJ;rl.rri

1-)iisr ,.i i:ngil 1t r-:anri,i j ;* 1 a it ri ;r r i a I a r-r't i: t pel i-r i< r_r,rr-a rt s a k s i

It) I Ii 1r'li\.\i

l-)ii--.r i'lt nea;-r Ii j ,i Rtr,\, i1;ri.i ;:l;rrlal pelaki: transal<si
10.-1. Kclrrrairan

I-Jiisi tierltair tlttttilih kniic Kcir-rrahan r'lan r1.1nli:r KciLr.ahan rlriri
.llaitti'it pr:i;rlir-r trar-isaksi sttsuari c{r.nga1 r-liiftar -\,anp ilibe ;il<irrr 1:p,:1.f.(

10.-1. I(ccatnatari

Diisi tletrgiltr trletrtili]i l<or-lc Kecamatan tlan lrrll]ia Kcc*rrratarr rlar:i

Ke]uraharr rlari
yang r'liberikan

Kecarlatan citrri
yarlg r.libi:rikan



al;rmat peleiku transaksi sesuai dengatr daftar yattg diberikan PPATK

10.5. Kota / Kabupalen

Diisi cll:ngau memilih kode Kotal Kabr:p:atetr clan rlanlil

KotalKabup:rten dari alamat pelaku irarrsaksi scsuai tlengan daftar

!'ang dilrerikan PPATK

(iieltl inl r.r,ajib r-tiisi)
10.b. Propinsi

Diisi tlengan mentilih korle Propinsi datr ttatrla Propit'rsi iliiri aiarttat

pelaku tr-ansarksi transaksi scsuai cleng;rn tl.rltar -\Jilt-]g tliL-..elik;:rr

Pi)A'I-K

{i'ielrl ini r,r'ajib cliisi)
-10.7. Neg;rra

Diisi dengart'lndottesia'
'10.8.Kt:de Pos

Diisi ciengan lltrlnltliskarr Kode Pos alatlrat pelakrr tr-alrsakst

I I Atranrat lenplkap Negarer Asal

Iliisi bila \.\i NA, sesr.iai cletrgan Yang teLcantutl tla [.rin Paspor,

Kl|,1Si KII-AS atau KI'f;\P
1l. LNama Jalirn f Slreet .\ddrcss

Iliisi dengan itama jalar-r dari alamat fr.--li:ku tt-atrstrl<si -s,,lsltaii Varll]

teLcantut'tr dalam identitas .t'ang bet"iaku Li.i srtatl: irt-'g,aril

1.L?.Kot.],i f jty
Dii-si dt::rgan n?.-t1t1a kota <-l;rri alarr:itl pt,'lakr-r ir:ins.'iksi scsitai Yallq

tt.rCattttt-lnr riaIam ide;ltitas,lralrg beriaklr dj slraIr-i :rtlll,i'lri.i

{ficici ini ir''31ifu tliisi)
,ll .i. lri'op jnsi ,1 State

fliisi i'iengan nAilra Ft"oFi115i rl;rri atli'inlat pt'lektt tt'at:r<.rksi 5tlsLi.li

\ iipq tr.:rcilrttLrrrr i'laiat-:'t ir-lerriitirs \:ir 1lE lti:r'lai<u 'j r sr"iitiLl l-it'!lrli<'l

itii:ld ir:i r.r'aiil-r dilsi)
-f i.1 IrJc1,1;ira ;/ Counin'

Uiisi rlcni;iilt nanl.i 1-lctgara r.i.ri"i alat-trat pclakir ir:it-tstll..si srrsLl.rl \ rlllll

telcantnll cialarl ir-lentitas yang berlakr,: rli sut;rlr-t lrL'gt1ri)

Kr-rc1e \iegara Diisi denElan lnclrlilih Kode Nergar.t ;;r'lakit lrallsal..si

.scsuai cli:t-igatr daftar: )"alrs, iliber^ikalr IrIrA-l K

(licld ini ir,ajib clilsi)



11,5.Kode Pos I Zip Cocle

Diisi dengan kode pos dari alamat pelaku trernsaksi sesu;ri yang

tercantum cialarn iclerrtitas )rang berlakr-r di suattr Negara

12.'l'empat L;ihir
Iliisi dengan tempat lahir pelakr-r transaksi sesuai dcngan

KTPI KIN45/ KITAS/ Paspor,/ I denti tas yalrg berlaku di sr-ratu negara

13 l'ringgal Lahir
Lliisi clengan tangga l laliir pr:1akr-r Llans;rksi sesr-tar clcng;rn

K I P/ KIN,{5/ KITAS/ Paspol/ lcientita*c viln!l he:'laktr rli suatu ne gara

derrgan fortlat d d,/ nrtl/ lrtrt'\'
(fielil ini u,ajib cliisi)

f .i. Pekerjaarr

Diisi derrgan memilih kode pekcrjam-r dan narnr.t peker:jaarn sei:againrana

daritar \.'ang dilrerikarr PTTATK

(fir'1tl ini rvajib diisi)
l5 NomorT'elepon

Diisi norlor ieiepon pelakr"r transal<si ciiar.r,aij iit-ngatr I'o,.ir- aI'ea rlt)Illor

tele;:on tcrsebut

]] IDENTITASKORPLTRAS]

I )rrsi lika 1-r*l.tku 1-'ct'Lt l,a K1,t'yrqr1 35,i

'1. Rentuk Baclan LJsal'ra Kolporasi

Diisi clengau salah satu berrtr.il< barr1an usaha korpor;isi (rnininral ciiisi

satu)

I )Jtttt ta Ktrt-Lr1'11'.iqi

Diisi sec.lra lcngkap ualla korpp,'.',ai .lar: ;tn is l<i:t'1-r111';i51 s€s Lic-li

perizirranT/ketentua:It \/;'1iril berlal<u, sclrag;u c,;rrtol^r i''1'. \'lirjir Kt:ttit,

l'bk., Ya\ri-1san 11-rr-r Sc;aht*ra, C\'. Sir:ar" I-)utli.-'

iiir:lci ini r.r,ajil- diisj)
:1. 13iclang1 L,saha 1(orporasi

Diisi dr:r'rgarr ilrttr-riiiir salah setu krtiit,'hiriarili irsalt;'t tlatt t"t.-rt'na iriclatrg

i-rsaha sesuai clengarr birlang u.s;rha ki:rpoi';rsi st'b;rylairurrtr;'i daiLat' Yrrtrg

diberil<arr PPAl-l(
;1. Nomor 5K Perrgtsahatt Bt-rtlar-r Usaha

Diisi tlengan nor:roi: SK [)*ngeserh;tr-r lraclan usal:a kr:rp<":rasi \';]n*



d i kel ua rkan o tori tas / ir-rstansi yang lrent'en atl g

5. Alamat Lengkarpr Korporasi

5.1. Narna Jalan

Diisi dengan namajalan da:rri alamat korporasi

5.2. RTIRYv-

Diisi clengan RT/R\.V dar:i alarnat korporasi

5.3, Kch:rahatr

Diisi clcngal mernililr kocle Ktlulal-ran d;rn 1-Iam.r Kelurahan riari

irianrai l<orpr:r'asi sersuai clengar-r iiaf tar" )'iing .-libet'tk.rtr ['I'i\ ] K
5.4. Ker-atlatan

Diisi rlengan nrenrilih kode Kecatlatirn rian llal-na Kecamertan dari

alarlat kolporasi se*suai dengarr claftar \rang tlilrerikan PPATK

5.5. Kota/Kabupatcn
Diisi cier"igan mcmilil-i kocle Kota,/Kairu;iaten datr lralrla

Kota./ Ii;rbr-r patcr-r ,-1.rr"i ailarr-ial kr,rrporasi sesuai clelrgan ti.rikir

\jang tJiber:il<an Irl)A l'K

(lield ini r.r,aiib c'lii.rt)

5.6. I'r:opinsi

Diisi rieng;arr rlcmilih koile lrropir-:si rian nat:ta Propitrsi ciari
' aiamat ko:-porasr sesi:trr dcngan daftar vrlrlg tlibcrikan ITPATK

(fielcl irrj rvajib riiisi)

i,7. Negara

D iisi citttriiau treiia rn' 1 trt1otrr:--.i a'

5.8. lrrotlt'l'cts

Diisi rlt'rrgan tle nuliskatr I(otle 1'os alanrat kot"p61-351

rf,. AIilnr:it I-e1gk.ip KplrrrrritSI I-r-rar Ni:5;c:-i

("'.1. l','i'r rtte j;rl:rtr ri Strtr:t ,"\clril"css

Lliisi .lerrg.il ni'u-r'r;r jaiir-r,-1 ari ril.'iltl<tl kttt'l-rot'.lsi stsu.i I \r..li'lq

lerc;intur-rr rirrlirr"n iclerttil.is \/i-rtgr irr:il;kLr di suatu tlcgara

(.,.? h.trtir,Ltr
Diisi rlengan |<ota tiari alarluil [6rporarsi susuai ]'ang tercantu::r

cl a i a nr i Li t- n ti ta s )' a n g Lrt" rl ;r i< u cl i si-r ;r tlt tr ega ra

(field ini r,r';i;ib diisi)



6.3. Propinsi / State

Diisi clengan propinsi dari alamat korporasi sesltai vattg

tercantum clalarn identitas yang berlakr-r di sttatr-r llegara

(fielc'l ini rvaiitr diisl)

6,4. Negara / Counh"v

Diisi ciengan negara tlari alamat korporasi sesuai vattg tcrcattt[ttn

d;rlatr-i identitas --va1g t"rerlaku di sr-ratr-: rlegara

(iie1i-i ini r.r'ajib diisi)
(r,5. Kocle Pos ,,' Zip Coilc

Dilsi r1engan l<orie pos dari alamat korporasi sesuai ,\in irg

iercantum dalam ieientjtas yar"lg berlaku r-li su;rtr-r nclli.rra

7. Nonrnt'Telepon
Diisi norTtot' telepon korpr:rasi dian,aii detrgan kotle ar"ea ttL)llror

te1 e.' pou ti:i'seL"ru t.

C. PEh.'l tiL,ili KUASA (llENIlFlClAL O\,VNER)

Diisi jiki,i terdapat transaksi )rang dilakukan untr-tk kepetriingarti piir;rk

lain aiau penrtreri kr-rasa

I . I't'ernLreli Kr: arsrr (Bcncfic i a I Ou'rrtrr)

Diisi rie ngarn r:ren-rilif i infon:rasi Pernberi I(uasa,i J,lctrr:iii:i.11 ()ri rrr'r'

tBO)

2. \- alrr.r llenefici ai L)r,r'ttet:

Diisi tlcn,Jan nama lengkap sel-ragaimana tcrcatrtttt'tr tlalattr K. il''
(Kartlr i anda lrc:nt'lr:dlrk) untuk l)ctnlrci'i Kttasa/llentlfitial ()rvt rrr

(ijOt !Varga ltegala lrrtiolesia i1{NI). Dalam l-ral I)t::rtbcri KLri.:.i,,"

Iicriciirial Ou,nt:r (13()) aLlal.-':h \\arga Negara,'\strrg t\\'i.'1,\1t-i-r.-ri..l .i,tsi

sr:sr-rri tlerl:;.-rn lnlril ict'c.lltuln dalarl K'IN,{5 (l(artu lzilr \'itt',ilri,'
5et-:rt,:lrtara), Kl'lAS (Kar-ii,r lzit^r'linggatr l'r:t-b;rt.rs), i:'as1"r111-,'ri,'iLi

iticr-rlit.r-s ltrinrr-,'a \ra1g Lrt:rlaku di tregara Irenrbet-i KLtas;i,'/ iiettt'i:i;;rl

On,n,-,r'(Bt))

i. JL't'iis t)okutltr:tr li-li:nlilas

Dijsj tlrnqan rncrnilih salah satu jt:r-iis r-iol<utlctr itlcntiils 1)i:ttrh,.'l'i

Kuasai T' Llertrr-i:i c i.i l Orvner ( l3O)

I nrirtirttal t'liisr sattr)



4. Nornor Dokumen I clentitas

4,1. Nomor: KTP Diisi dengan Nomor KTP sebagairn;ura tercantunr

dalam KTP Pemberi Kuasa/Beneficial Orvner (BO)

/+-7. Nomor Paspor Diisi dengan NornOr lraspot' selragairnar.ia

tercantum dal arn lraspor Penlbe ri Ku asa / Benef ici al tlr.r, rr r: r (BO)

,+.3, Lairrnya Diisi clengan Nomor jer-ris br.rkti identitas l;rjtrn\ra valrg

rljrniliki Pernbeli Kuir-saf Beneficial Lln,ner {RO)

Ker.rrargancgaraan

Diisi dengan memilih salah satu, vaitr-i 1'VhJJ' at;rr-: \'VN,q sesrtai

'-lengan yan g tercantut"n dal am KT'P/ Kl\'{Sl Kl TASI/ Paspor-/ l cietrt i t.rs

\rarig ber:larku cli suaiu lregara. Apabila memilih kcrlonr \'VNA maka

mengisi kelrrarganegaraan lrc:rtberi Kuasa yi l3encficial Ou';-rer {llO)
Kodc WNA Diisi dengan rnerr-rilih Kot-ie i\Ni\ i:'etlberi Kuasa,'

ilencticial Olvrrer (BO) sesr-rai rleng;rn daltar l/alrtl clibt'riki:n PPATI{

Narna \TI\A Diisi r-lengan lrlemilih Negara \'\iNA lrenrberi Kttas;r,/

Beneiicial Or,vtrer (BO) sesuaii clengan ciaftar valls riiLrerikan I'P;{I'K
l\ I an-rart l,engkap Domisili
6.i. Nama Jalan

Diisi dei-rgan rlama jalarr clarri dor-nisili Pcrul:er.i Ki:a:arrli:neficr.rl
()rr ncr' (13())

(:.2. IIT',rPiO

Ifiisi dengan R'f/Ri{ ilari,.lorli.siii Pcrnbt't'i Kuas.t.''ileneficial

Or.vner (BO)
(,.3. Kerh:rahan

I)ilsi dengan trremilih kode Kelr.;r'athan t-iittr nitllit K,'lirr;ih.ltt ,-lart

tlon:risili I)ember"i Kuasa,.i Bcneiicrr,l C)tlr-rct- {li()) sL:.1;iir clcr-:,griir

rlafttrr" rianB diberikan IrPA-fK

[:.-l . K\]Ci-il]la tan

L)irsi rlerrgan nrernilih kotle Kecarlatait ci.tt'r ltilllta Kr-'i.i l-tt.rt.,rtr ,.1:',i i

clorlisili J'r:nrber"i ]iu;rsa 7' Bctrr-i'icial LJ','\'lrt't' (Ii[)) s,.lsuai tltl'tg"rtl

daftar' )rang cliberikan PPATK

6.5. l(ota/Kabupalen
Diisi dengatr nremilih korltl Kotai K.ibuptttelt .lan iliimrl

KolelT/ KaLrupatcn dari tlc:misi1i l'*mbr:rr Kttasit1iicnt'iit ia1 ()tr,ttt'r

:.

u.



(BO) sesuai clengan claftar yang diber-ikan I'PATK

6,6. Propir-rsi

Diisi ciengan ]xefitilih kocle Propinsi clau nanta l'ropinsi dari

rlomisili Pemberi Kuasa/Beneficial Olvrrer (BO) transirksi sesr-uri

dengan daftar -yang diberikan PPATK

6.7. Nesara

Diisi dengan'luclonesta'

6.8. Kode Pos

Diisi ciengarr ntenuliskall (or'1c lros dotr:isili Fernber"i Ku;isa7

Beneficial Olr'ner (BO)

7. Alarnat Lengkap Sesr-rai Dokut"uetl lderlliitrs

7.7. Natnar ,lalan

Diisi tierrga]1 tlantit jalan rlan alat'rrat I)etlLret'i Kltas;r,,i ISerrcficial

Ou,ner (BL))

7"?. R'l'/R1,V

Iliisj rlengan liT'rrB11i dari alanr;it Pentbet'i Kuas;t/llerrefit-ia1

Orvner (BO)

7.3" Keitrrahan

Diisi clerrgan rlernilil'r kercle Kc:lurahari clan nant.r Kciurathatr tiari

alantat Pcrnberi Knasaii Bencficieil ()u,tt<,::' ill()) srsltai dengatr

daftar yang dibe'lii<an P[)A |K

7.,1. Kecarnatan

Dlisi .lengan menrilih ki:cle Kecanri:i.rn tlan Irartta l(ecatlatatt tiali

alanlat Penrbcli Kr,rasa,i Be;refiL.ial C)r.r,t-trr illo) sr-clt;ri detrgan

cla fiar \ranEl tj j'i:cli kar"r P.l']A.1-K

7 .5. l(otar/ Ktrbupateii

tliisj denilan nrenrrlih licrlt' i{r-riit-i'!i.,lirlti-.,:lt:tl ti;:tl ilrllli'l

Kcta,i Kabuprrte;r iJa;-i alainai l]tnri-.i:i.r Ki,i''-.1 ,/1li:rrr'irit iill L)r.' tl,.'r

(13O) sr:suai ilt'n1;;'irt tlaltar- \'r11r'.1 .iil-:cr rli;itr IrP \ I K

. .(:. []1opirrsi

Diisi ilerrgair rler:rilrii koi'ii: I)r'oprnsi Llcrr rr;'itll;t Pt'opir-rst iiari

alanr;rt Perrbt:r'i Ki-rasa./ IJr:rrciicial [)r.r'rrrt (1101 scsitai cie trgi.itr

claftal vang ciiberikan PI]AI-K



7.7. Negara

Diisi clengan'lnclonesia'

7.8. Kotie Pos

Diisi dengan menr.rliskan Kode Pos alarnai Perr"lberi Kriasa/

Beneficial Orvner (l3O)

8. r\lamat l-engkap Negaltr Asal

8.1. Nama Jnlan / Stleet i\cldress

Diisi clensan rlalTlil j;r1ar-r dari al;rmat lremberi Kuasa,ri Beueficial

Ourner (80) sesrrai vang tercaniun-t cial.rm ir--lentitas vang berlakLt

di suatr-r tlegara

8.2. Kota / City

Diisi dengar'r itaitra kota tjali alamat I'etnbr:ri Kttasa,,/ LJctneficial

Orvner (Bf)) scsi-rai vang tercirntunr claiam icierrtitas vanB bt:rlaku

11i suatr-r ncgi'u'a

8.13. Propi:rrsi ,/ State

Diisi dt:r-rgan n:l-r1;l propinsi clari alatnat Perlberi Kr,tasa /

Ber-leliciai Or.vrrrr (tiO) -sesriai vang lercautr:tl dalatr-r icleniit;ls

)'ang berlaku di su;ttr: t-legal'a

It.J \i'$r')]-il . ( rrtt trtl'.i'
Diisi rlengfllt it.ulil ncgara riaii aliltlat I'eurberi Ku;lsar/Ileni:i:icial

[)r,r,ner (il|j sesLiaj ', uipq tt-r'canturrr tlaiatl idr:ntjtas .yang Licr];rku

t1i suatri nc!lara

8.5. Koclt- Pos ;/ Zip Coc{.'

Dlisj tltngarr kr-ldt iros ciar-r alamat Pe r-nbcri Kuasa;i ]Jerr"reiicjal

[')u,rrer (1i()1 561511..]i \ (rllg it-r-.arrllrrt tl;ilatl idt:tttitas \ratt!i Llcriaktr

ri j s u tr t r: NJ i:5'-;r t-.i

A. 'l t,'t'tt|-,,;it 1 .ahir-

Lltrsi ,-lengan tcltrp.'rl i,',1rir" I)cL'iilt,'ri 1(u;isa;r lJcnt'l'ici.ii f)rr':rt,t- {li(l;
sr:suai den,i;lt K I i..,ri Kl\'1'-r'F.1-1 ,\5 '' ]j'.'lspo:',''li1c:ltitas f allg bct"jal<ti iij

sr,riitu lttgitr;r
ItJ. I,rrrtg.rl I..riij:'

iliisi .leng;rrr tanggal lrlirr Pcrlirelr I(,-rtrsal Bcnt:iicial Llu:t.ttri' {ll{11

sesuai r-lcrrgarr K'f.l'l'KI\/i5i/ I.{l'l r\Srr l'aspor,/ Ic'ieirtilas \rattg bcr l.r1<r-r c1i

suatu ]tcgelr;1 cltttgatl f:r)l-llri'lt .ltl7/ Ilrtl,/ YYl,')'



D. RINCIAI\ TRANSAI{SI DAN METODE Ptr]VIBAYARAN

1. Tangg:rl Transaksi

Diisi dcngan tanggal kejadiiln lransaksi dengan fr:rmat dd/mm111'v1'

{trield ini u,ajib diisi)

2. .jurniah Nominal

Diisi dengnn -jumlah nomrnallnilai trat-rsaksi

.Iika trainsaksi dalnm \,a1as, rlal<a kolnm nilai transaksi ciiisi cletrgriir

]<onvcl-si rniJtar ui'.illg asing cli:.larn rr-rpiah pada silat trrrnsaksi t.crjadi

iiield iirj rva-iib cliisi)

3. Cari,i Prnrbellarr

Diisi tli:ngart mernilih salah satu clari 2 (clualjcnis caia pelnbeliart

1. lnstrurr-ie n Pen bzrvrlrar:]

Diisi rlcngan nlcmilih saieih satu dari 2 (clua)jc--nis inst-rumen pctnb:tvzrrat-t

Ai:abilli rr-remilil-i non tunai maka tuiiskan dalam kolom .free text

Diisi ir1:;-,i:i1;'r irlstlLrrncr-lt pc:rrrba.t-arr iLrlal;th noirtttttAj

5. Namii llani<

I)iisi dlrrtgan rlarrtr bank vang ciigr-rnakan untuk melak::katr ircttrDatYcir-:ilt

non tli:riii
{r. irlomor Rckrning ;' n':lrktli lr:1}tg digr:ni:kair

Diisi r-1cng;,it: nolnLlr i-cl<i:ning ]'ang riigunakan i:ntr-:}< mel:iklti<lit't

perrrberf ir.r-ar-r non trrnai
-!" 't'1p. 'i'::.: 

..;il_.:Si

Dlisi iil't:i,.;:t: itrtr'tr-:ii:i-: -'.alrrlt satlt rlarr 5 ilimil) lipc,r 1l'at:saksi.r'Ltn" clij:ii<Lti<;rrl

pclakr, tl';,r nsariis j

8. Rincrirr-r'1'r-arrsirl<si

Urariar-i r-ilrcr rnr-'r'rqrriai tr-;r.nsal<si

q. Snrnbc-r i)a,uei

Diisi cir-'ng;rrr kcte rerlrg:rn sr-irnber d;rna pelaku tri::rs;rI<si

I 0"'I'r"t,iui:rr1'r-ans:ri<si

Diisi clu"rgan 1.r"rjuru"r t.ransal:si yang clilakuikar-i pc1;iku lrat.rsatksi



11, Norrror rekening terkait tra.nsaksi

Diisi dengan nomor rekening pembeJi zrtau pihak lain 3,,'ang terkait clengErn

t"ransaksi

tr. PII-li\li PtrLAPOR

NIama Penyerlia Bar:lng danr/;rtau .Jas:i Lainn\,ni

Diisi dengan nama penvedia bara"ng clanf atau jas:r l:rinn-r,n

Trrr-rggari Pelarporan

Diisi dengan tanggal pelaporern clengan format clcli nrrni l-i'lf'
{iiclci ini u,ajib cliisi)

Niama Petugas Pclapor

Drisi dr-ngar:] nanta petugas pen)Iedia i:arang clanrratau jasa lainnlra t'.rllg
bc rdasarlian ]<eu,e n:ir-] gan n-ya 1n e nya rnp aik an 1 apo rarn kc P PATI{

[1]*ld ini u,aiib diisi)
'larr-:cla 'I'angzrn

Diisi clcngun t-andil tangan prjabai/iletrigas pe nrreciiir bairang cleini;rLilrl jcrsa

i:rir-u-r-\..i.r -\'g Irg i:c'rclasarl<r:n l<eure nangann_\ra rne rly€ril]D:rikarr 1apr.-,1 211i l<e

I'I)AT}i

il'ir:id ini 11,3jib cliisi)

KFII]A I,A PUSAT PliJ-,{]]i-) iiAN DAI{
i\1X.,\1-l S1 S f-it,l':'jSAJiSi iiliiiAN(iAli. p

UNUS I"iiJSi'Ii\

L

2.

.:'
!).

lt



LAh4PIRAN I]I

PERqTURAN I(trPALA PT-ISAT

PtrLAPORAN DAI{ AIVALISIS TRANSAKSI

I(EUANGAN i\,iOhlOR ; PtrI?- 12 I 1.02.1

/ Pp.{Tri/o-cr/ I 1 TENTANL} TATA C."\RA

PELAPORAN TRqNSAI{SI RA ('}I

PIf NYEDlA BAitAhlG lfANI'ATAU ,JASA

I-AINi'iYA

Pi1]'Li(-]AS PELr\POR

Ternpat. Tanggal Burian Tahun

No. :

i-aim1:iral: .

Iiepacia
iiep;r1ai Pusat Peiai:orar: cian Atr:ilisis l'ransaksi licr_rarre;.1 rl
,Il. Ir, F{. .Ju:rncla IVc;. 35
,Iak;rrta 10120

Pr:nirrl . Peny;rrnpiriain sr-tr-er1. irfr-n\illiiein Pe trrgus pci..li:or-

Bersanlzr j:ri }<arni silml:ilikatn SLirirI Per-i:-r,attttin Prrggas Pcla;:ty
se1;iig:timnnll Le:rlilt:tpir untuk c1tr1;a'r lnerl-\:a.fitpail.::rn i-;i1;r"rr-ern Trans:rksi
clr:ttgatl nominal 1:aling s(rcirl<il atiu-t srt;.tra cl<:nqirn Itp.5tJ0.0O0.0D0,OO
i I r rn a r;l tlt s _j u t"n nr pia h J iiepa c1r,i PPr\l-ii.

:'lenr iki;rrt ;l girr r:t:r k lu rl

I\.1..\llA Frll,J
I:'ft:li.r i r-t:; IrL]r. i



SUEAT PtrRNYATA$}I" PETUGAS PELAPOR

Yang bertandatangan di ban'ah ini
1. Nalma
2. Ternpatf tgl 1:,rtrir

3 No. lcier-rtit:'rs lliTP/Slt\4IPASPOR)
4. Jabtrt;ur
5. if n,isr./- i:agia r-i

6. Te 1e l;on k;tn Lol
7. f{anclphont:
,3. Fr,rirs:lile
I - E-r:rail
I0. Alitrnirt kanlor

clcng;ri: ini rn*nr,aLakan bt-rsc'cha rncn.jerga l<er:ihasi:rillr r-{s(rnlcirttt: clatt

1r.J."ss1{rori,I serta i:rrrtar:rpglrngjau,arb atas pen1.'ala}rgultaan rtse/-,1(t/}is.
passlDorci dirn koclc PB.l.

Dt': rnikiau slr li rr per-n-\.il Lrr :r n in i di buat d enga rr s(:bc: rta rrt-1,:i.

Vleniz.etahui

Ternpat. tanggal }:uian 1-ai'iutr

Yar-r g X4enr bu;r t Pr:rnvatailtr

T;.r n,:ia I ii lrgan 1'zrnclaterngan clitiLa s ntal Le r:r i

Rp6 000,00

INl,tti;r, ]r',.ts Pt t-l;'.r-t t-,.1" INarna ,]clasl

ii L1]ALT }]U S,{T I)trLA POI;I.\]\ ],JI\N

}]L]]\US L]USEIh;



LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN NOMOR:PEF,- 12 lt".02.UPPATK/09/11 TENTANG TATA

CARA PETAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU

JASA LAINNYA

Laporan Transaksi Yang Dilakukan OIeh Pengguna Jasa Dengan Mata Uang

Rupiah Dan/Atau Mata Uang Asing Yang Nilainya Paling Sedikit Atau

Setara Dengan Rp 500.000,000,00

I/orto.t;ririrtii.r.iatlityi,ilnrel{4Ciait}.taleFEJl;Cietlj-i'ienq(lrl)i).r!:a;,.rtirt:;iqit}'ict...:liiitit!6;,tfx:3:n'l:t.1}

Jenis Laporan :, E!r" l. Kcrek5l

L rr..lil:;,c ,: t.;,Loro,; tJren:,
NonrorLaporanTransaksi' : i E M

TtanjF.tit, ;.-.or! .otr, tuionrdl i.l ltxltj.k-a1e Ft! l7 {ji5;l). Ntfiat rrui Lrp.r.n:a,.jri):t). iat,:.t).1: i.:ii:r.r,, : i'il ,i-11r1'lir:r-i

Gelar

l!ama tengkap'

Jeni5 dokumen identita5 o , ',ta :.5,1'4 l.Par7a! -l iarrrx'a.5st,,rii::.

No dokunren ideniitas i

Kewarganegaraan * :. \{.,i.it 2. !'\rr'JA

f.J.lF".''ili,''

fji^1e".'rl'iA

,,:raj t4/,",Jr wi)iilL Crisi oiijtr;.j l ia Iilkr-rn dC!l1isili dort iiiirril ialiCkop 5€Suci bukti ideititos
j;^e tti!A rvo,ril rJjr-ri,:/i;rr:ila lf rro.{,i}p airtr)isii; aiJn rlJr}roi lpn!,.kar, ,e{iGra osci

Ala nrat len gkap domisili

Llatrr; ialan

Y,i:i,Jr2l't:n "1c;s (*li:r;n:n

j,j-. 
1.:i:..jc 

..

Ngaiti;:a:et:, {rju4 rifirirni:r.

:lAi-,ri iia;..n:ia

-.-'r',.:..,r1,..:, ,r ' ..n i r.:. . r

fl;jln iiiin,,,.iiial

Propir..,i ' ,:.ir i't')?,t'..1

't'tt":'|-'''- 
"'

f'Jegilra rNi-ririlitsir!

i'o(1,.,;'c,)

Alamat le ngkap sesuai dr:kumen identitas

f,lanril .ltlon

iieluf Aitarf K.)ie rliil|rrhair

lj n fir' i. r: I i-)r :th 1 tj

Z
(,

c
,(
4

:l
t3
\i
Z

a
F

q



v
(9
z4
&o
g

z:(,
(.,

q

ts
tr
Z
a

Ktcamatan ; (ode xEcamrlan

I'l3ma Ke(amnt;n

Kota,/Kabupaien * (ode (oia/(nb

tiamn KstalK;b

P'nnin(r (rce Prcprrsr

rinma Prof?ioj;

Itegara D,i0oriEslA

Fol. lu..

Alaniat lengkrp negara asal

l',lan.l;,i .lill;l11

KoL.r'

Pl.opin5i '
l.lagi rit * : l(cde l'leerra

Nar'13 l.lainra

Ko,Jc Pos

Tempat lahir

Tanggal lahir *

Pekerjaan *

i'"'onlor telepon

!1!,1? PslErl).fr

llama PeIelaAn

irr,,ilf I irrriirrrt'3 !i t i1 i),/ | C li t;,)

6

Ca
E
o
5
.l

L9
\!
Z
a

F-
Z

a

i.iiraz,iirr,. rrr iti, iii,o !".eioiit ia?tri.,.a ir-,rFareti

Bentuk badarr usaha korporasi

lianra korporasl'

gidanB usaha korporasi

Nomor 5K 1rEng.sahan badan usaha

Alamat lenBkap korporasi

l';i,aili l;lit.,

;:i:'irri;iha.ir!

(cde Gi3a.B U,>i3

i.jrn)i Eid6,:g U!;hf,

{. l.+rnrrii i:'le ii,,:riii SeL,uii:.1,i

ii at a.t rrt;, t a, n

tlr:tjr: larl:..4i;,:

l;inr, fleiaiinn;.:

kairJE r:,:tnf;iu it::

li ii il)i,ir ii irrnii.: ri

[itdr (ct;,/(211

l.tsm; la,rta/'!il:

Kt.rr: IJrcfiril5i

l'lJffi;t P.!irinri

rr:iDCN l:Si,,1

KC tai'l{a Lr iJ p a te rl

Plolriirsi'

f'JcE.r r.-i

(etlI f]c)i



=a

il

Y

U)

-
z
:l
oz
Lr.l
0-
U'

F
tr
IU(]

Orisi ji,ti: ado o/omot korporos i lu{fi nege(i

Alamat lengkap korporasi luar negeri

Nanra Jalan

Kota '
Propinsi *

Negafa* :ioce ieeBar.

)16!n, N*gsra

Kode Pos

Nomor telepon

&
z
3
C

o;
z
6

)
a
s
S

3

iu{}rr trcnsaksi dtn/olou n:e!akIkon p€ngentTiliril ott:loiuibadsr: hLtl.!!il o!(ta p?ti.rtj;itn iEPtlllic'c! Cv,ntr)

Pemberi kuasa {Beneiiciai owner}

Nama Beneficial Owner

Jenis dokumen identitas

No dokumen identitas

Xewa rga negaraan

1. Adi l.Tida} aca

) a.!.a -i ?tlicl

2. \r.rlrlA

,i. l-z:r.,i3. ;ebN:kir

gadP \,ijNl.

r,jJrril riu'Nt\

-/rko Lv,ryl diisi aia!'nat iengkap dotnisiiidcn .1iDft)ri! iinqkoF s*.rr;rl iuti, ri*nl;ici
.iiko L,y$r'{ diisi glAth*!}eilqkttp JC,tt'Siit.lAi r,ar :t iairj^:iD,19Q(|', :;5e!

Alamat lengkap domlsill

Nama lalan

Kelurahan ($i:g,ielur;lrirl

)l6in !i(.lureh:n

(ci;9 i:e!$r:;r;!1

f!i'Et:i4Ca,rril?i

t.--.,:t:icli,jri;b

iir:aq;:atrr!:

llr!ri ri3p[19

Keca fia ta ll

KDta/ [a bupa ten

Propinsi

I'ii:Ea ra

KDcn l']{15

Alamat lengkap sesual dokumen

l.lami , aian

Lelrrr;h:r

i ci e ntita 5

Keci mata n

K*ne ':t ielaha-.

l;am; {el!rnhai.

Lcde Krlqnrnrrteil

Nnm! litto.nntor,

{orir K$t!/Kab

t{lrlu f,oiljxrb

Kcta/Kab upaterr



x
z
3

{
U
a

;

=
E
@

2
o

Propinsi Kcde F.cpin5i

Na,ra Propinri

Nega ra rNDoNEsrA

Alamat lengkap neBara asal

Nama Jalan

KOTJ

PrDprnS t

l'Jegara Rci:r riqgar;

i ..-d ,,:si,"

Kode Po:

Tempat lahir

Tanggal lahir F at rilo I : f tng{J a l/8 u}D fi !'rEh L1t\

z
E

6

a

o
ts

a:
z
E
F-

z

?
d

Tanggal transaksi * ,' t l:$tn1ct : rei'Jgai/8vlc*ylthui

Jumlah norninal *

Cara pembelian/penjualan 1. Ju$ar :. ltrnni Bertaha,

lnstfumen pembayafan 1. r.larlg T!;inl 2 i'lofi llrJi, se hrtkan

Namo Eonk dan No Rekening diisi jika nan tunoi

Nama banx

No rekeninB/warkat VanB diRUr'takan

Tipe transaksi i p'ri1bri..r, !, ,.. (.r!

.:. ;:!':':bs:,;r: i(11 -,dliir,r bi:i,"a!a:

l: ;e:rljo:,ir ,irrrr;ta alar aariii!Jrlioqim aulir

a Fea-,ba:,3r bi.:rri seni a3i na:rl.

Rincian Transaksi

Sumber d;na

Tuiuan Transaksi

Nonrov rekening terkajt lraalsaksi

dcL

a

f

Nama PBi

Tanggal pelaporan *

Nama petugas pelapor

Tanda tan8an'

I,jr i1lt) I : !o t] a iJ i i / Sulc fr /"i t ltrr:

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN yr
ANALISISTRANSAKSI KEUANGAN,

l,l

llfltu--,{
# yuruus HtrsErN



LAMPIRAN V

P[RATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALiSIS TRANSAKSI

KEUANGAN NOMOR:PER- 12 /1,02.1/PPATK/09/11 TENTANG TATA

CARA PELAPORAN TRANSAKSI BAGI PENYEDIA BARANG DAN/ATAU

]A5A LAINNYA

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

lJomorLaporanTransaksi * ! I t i,r

Jnss/.;cuJ ir.rrJrr{i6 r {nti,, ,lrnoai lg .i'n;t,i'ioiF p}l iil r'r!rr,l. ror)r !r}i i iii't\,: J, d;9;,)' i.i\tgr: L.no!i:r i i.il-,9/a-I.. r

Jenis Lapcran i. F..L i {<ret!,t

Diisi jiko itiis loFt.rr:it i|irt,ksi

Nomor Laporan Transaksi * s i r- tr

,s!s;k;uli/rn$rri6r;Et\tt:/lriasraiinrj'iij"r;odi:,ti?Jigi.J.i:an2."Ir!ii!*1I6d+itJ'f.n!.!clLo9.!r')Iia;Elr'r-in.r

Nomor lneulry PPiiTK '
TanBgai lnquiry'

Pelaku Transaksi '
) i frro],ti : lrtieqrll!)ri(;!!/'! o!)ni:

l. Ptr:gEUtrn lil5a

ll. F,rrl yang srerrii,L, o!i1i, fi!ngendnl;!:an iinfr5i(5r Frr[i:!n; ]n.:a. r-,r.iheilk;n l;!;$i ?:;: i€rjadi.t!

5!rnlu trn.5nkri dnrrrainu,salnl:rta$ penEafiis:,en iu*la:Ji inc3. h.hsff nia' ptrjarjiir 1Fr-.Eti:aiai l,rri.l

Gelar

t,lama lenEkap'

ienls dokumen identitsl * a.r,ro 211v 3.P.rr;.r, 4.lar1.]r.:40!!f lr

llo dokumen ;dentitas "

KEvJarganagaraan ' L irf]i i. \i,/l!A

r.3iie nil$l\

i';ti':3'i/li!\

,iiir.r ','/;'li ril;iif i:lirsi itlajrlili /t'nil,!oir d,trlrr-sili r/{}r} oirttot ieitJkap s€aiDi bulfi io'epiitos

.iif;c *l!..4 i.5,;ilj o;;,f arliiirri j*aEliarir icttis;ii iji)it oiiJlrn! ]eltqkdp:reifat;: osa;

Alamat lengkap don]lsili

l'itill.i l;llnr
' F: nr.'l

iiil ljritltdrr ,.iJE rr-l,]inrin

: ; ir .. j :: :i r : u . ; !r i .l

iailt:3nlill;il ;rili lfi:i..J:a!'

i(inir i:ac:ratiti::

f,,31;r/KirLrrp;j1ar1 r:-.je (c:},'f:!b

!;al..aarzilalt

PrDpir,':i ' :iodE.:,ilr1,

.3'n: / ,;,1,'

LJt:Bal..t :ilraftr.SiA

: r,tl,t tLr t

Alanrat lengkap sesuaI dokumen identitas

:,,,r't: j.r:,'t{l

z.i
rj)

C

a

Z
,.

ts
Fz
e



z

z

oe

3
t
\l2

!
F

!

(elurahan

Keca malan

K0ta/Kabu pate n

Propinsi *

Ycde li*lurahrn

Naala (eiuanhaa

liodt XEanrilatan

ilafii ilectrmatan

Ioaia (ilrrtNab

Nahi roh, xab

inde Prrnin5;

liann ?rcpin5i

riLrat{a5tAilpgari

Kode Frs

Alamat lengkap negara asal

i.Jamn Jalan

Kota "

Propinsi *

I'irga ra *

(ocie Po\

Tempat lahir

Tanggal lahir *

Pekerjaan *

Nomor te,epon

(!iijrr llet:3.!

i,'i$z PriEria!n

i t) t/t rai : i(j ti .a;9tt it' 81, !n rl''I o hi-j t1

=

e
C

=

z
c
Z

ts-
E

C

t.or.;'t};t tii tlii:;! jiij ;:r:i;ku ri:1uro it0tijlr05i

tseatuk badan usaha korporasi

Nama korporasi '
Bidang usaha korporasi

Nomcr 5X pengesahan badan usaha

Alamat lengkap korporasi

a!ar-ra .lal;1r')

ira i ir:l h;l rl

ii i:t f i! tr.:) i;l r'r

ii{ria/KabUpat,a'{} i

f''fopingi '

li r'ga ril

r(odr Prts

2)$iB. A;.t :iin:!; trbl\!lln

\.)dr b dan?vt.rta

i)-r:::3-q L(3ri

!.,:it t..1;t.lni

i.ir,*.,:.rlei:na,

ti)d! [!.es:r:s.

ii3{r:lecr-al:r

t;.bde K.:,.elr'.zt:

){nru Y,riz,/Xib

Y,<ltjc fti))iitiri

iinfin Prcp;rri

: Lr r,( N E. ! i;'t

li1 li,



-i4
o-
d.nx
{
u)

z
f

UL
a
F
tr
Do

[i;r's;ji,?0 or]o ri/o,"$ot iri)i rri ,Ji luar nege! i

Alamrt lengkap korporasi luar negeri

lJama Jalan

hot3'

Propirrsi '
Ngeara+ : xode NrE:nra

!\rri Negnrn

Xode Fos

Nomor telepon

Z

o

.
z

;
*

Sudlv llcn5Dk5i Con,/aliu fie!akukofi periqe!1dDijot,1/liaioy'r,'ioosir hr?{rrl7r .tirir {.;(tjan;it_}t] (iijtej.iti,ll ev,.,ngt)

Pemberi kuasa (Beneficial Owner) : 1. Ad. 2.l1.la;. .1'J;

Nama Beneficial Orvner

Jenis dokumen identitas

No dokumen identitas

Kerva rga nega raa n

:. t'.i? : 5rrr:

1.Wi,]f,I \i,,t.1,,

(ac:\.!it,i

l't.1rn,l t,Nir

.?. L,.irnyr, Se'\,rtllrr

li,fir !11,'JJ {riirsr (rJor}}ni ieilgkip rjoatisili Ci,,r} $!;/})ot Iprtqioi) -lyjUrjr ii{iLt; ia_rej)t;i.r(

.,,rt'c i1/i'"A,Cii5,iolsr?rca lengl'np iJamisili iaB oiotnai itcti*0g r;ce-ir.i! is.7r

Alamat lengkap domisili

l,litrra JniiJl!

Ktlurrhan

l.eca inata:l

t otir/'Kabuptstirn

Frcpinsi

l,l r.. ,: a r ;r

$.odtt Pos

Alanrat lengkap sesuai dokume:r ;ot,rlitas

i'l il nr :l .i ai i;t n

il*lrr3ilarl

liecaoiat;tn

"ol . 
jf..rL-ruF,)tril

o'( t:, ',

lL:ila iisirriiai

Kririf tira2ri2la.r

llarni K4ranit;i

Il.r:;a (ca.t.r(r)

rijtl;ilr tiir.

:ii:aie !;t,1.:irrj'

aii.,ri.r:Bir:;i:ir

It)de Nz.atra:a.

l{!n;:irrBints1-.r

19{lE N;*inirj:r!

).in.ni iii1n,.rii.ll

E3,lit Iirq!ir.,i



I

?
B
I

o
tr
2.

{
3

o

Ne8ara r.roc\i sr,\

Kode Pos

Alamat lengkap negara asal

Nama Jalan

K ota

Pro pin si

Ilegara forr firiirra

l'lnnrn l,legira

Kode Pos

Tempat lahir

Tanggal lahir f or n nl : f g nqg a lri S u |c r,/'l o hv t:

z
g

F

2
o

&
F
z
t
E

Jumlah nominal r

Cara pemtrelian/penjualan r. -lurai I Tunai Bertahep

lnstrumen pembayaran r il;ng lunrr !. ilon i!r;i..eiluikarr

Nama Bonk don No Rekeninq diisi jika non tunoj

Narna bank

No rekaning/warkat yang digunakan

Tipe transaksi i te.,:lj.t:ar! p.ep€ri,

i ? 2traa)'ar ler:d2!aar:.ar,J..cl6r

j ren,t'el,:r !e.oat; iiar ts.tirrnrl/liEnil adti!i

- , ,-1.'r- :4-z E rrt .r- .rr,"

!. I eli:fl

Pihak Lain Yang Terkait Transaksi
Namun Belum Disebutkan Pada
Bagian ldentitas Pelaku Perorangan
dan Perusahaan

Rlncian Transaksi
(euangan Mencurigakan

lnformasi Lalnnya

{Bila Ada}

Sumber dana

Tu]uan Transaksi

Ncmor rekering terkait iransak:i

o

a

T
a

l'.Jarna PBI

Tanggai pelaporan'

Nanra petugas pelapor'

Tanda tangan I

I ot,rai : i e niig tll'Bslt:t rt,/'! c itti t t

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALiSIS TRANSAI(Si KEUANGAI\,} I

YUT"JL}S HUSEiN
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